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RINGKASAN

Penelitian ini membahas kewenangan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum)
dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia dari perspektif hukum
normatif dan hak asasi manusia (HAM). Fokus utama kajian adalah bagaimana
dasar hukum, struktur kewenang, hukuman disiplin oleh Ankum dilaksanakan
dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Sumber data berasal
dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun
2002 dan PP No. 2 Tahun 2003), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan
jurnal), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, Ankum
memegang peran penting dalam menjaga kedisiplinan internal anggota Polri.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan potensi pelanggaran terhadap HAM,
baik akibat penjatuhan hukuman yang tidak proporsional, kurangnya pengawasan,
maupun tidak diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu,
perlu adanya penguatan terhadap pemahaman HAM bagi pejabat Ankum, evaluasi
mekanisme penjatuhan hukuman, dan harmonisasi antara aturan internal kepolisian
dengan standar HAM nasional dan internasional.

Penelitian ini  merekomendasikan perbaikan sistem pengawasan internal,
penyusunan pedoman penegakan disiplin yang berbasis HAM, serta peningkatan
pelatihan dan pemahaman hukum bagi pejabat yang diberi kewenangan
menghukum.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Ankum, Kepolisian, Penegakan Disiplin, Asas Hukum, Hak Asasi
Manusia.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga keseimbangan
antara penegakan disiplin dalam institusi kepolisian dengan penghormatan terhadap
hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan
penghukuman oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sering kali
menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan akuntabilitas kewenangan tersebut.
Hal ini menjadi relevan mengingat institusi kepolisian memiliki struktur hirarki
yang ketat serta peran strategis dalam penegakan hukum dan ketertiban. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang
dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber
data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-
Undang, peraturan internal kepolisian, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ankum didasarkan pada
ketentuan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan potensi pelanggaran HAM
karena minimnya mekanisme pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap
prinsip-prinsip HAM oleh sebagian pelaksana disiplin. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penguatan aspek legal formal dan edukasi HAM bagi para pejabat
kepolisian, agar proses penjatuhan sanksi disiplin dapat berlangsung secara adil,
transparan, dan menghormati hak-hak dasar personel kepolisian.
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ABSTRACT

Keywords: Ankum, Police, Disciplinary Enforcement, Legal Principles, Human
Rights.

The background of this research stems from the importance of maintaining a
balance between disciplinary enforcement within the police institution and respect
for human rights (HR). In practice, the exercise of disciplinary authority by the
Superior Authorized to Punish (Ankum) often raises questions regarding the limits
and accountability of such authority. This is particularly relevant given the
hierarchical structure of the police and their strategic role in law enforcement and
public order. This research is normative legal research conducted using statutory,
conceptual, and case approaches. Data sources are derived from primary,
secondary, and tertiary legal materials, including laws, internal police regulations,
legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the authority of
Ankum is based on regulations such as Government Regulation No. 2 of 2003
concerning the Disciplinary Code of the Indonesian National Police. However, in
practice, there is a potential for human rights violations due to weak supervisory
mechanisms and a lack of understanding of human rights principles among
disciplinary officers. Therefore, it is necessary to strengthen legal and institutional
frameworks and improve human rights education for police officials, ensuring that
disciplinary actions are carried out fairly, transparently, and with full respect for

the basic rights of police personnel.
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